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Abstract. This study examines administrative innovations in immigration services, including e-visa systems,
biometric-based autogates, online queue management, and foreigner monitoring dashboards. The findings reveal
that these innovations improve service speed, transparency, accountability, and public satisfaction. However,
challenges such as limited human resource competencies, ICT infrastructure gaps, data security concerns, and
bureaucratic resistance hinder implementation. The study also compares best practices from several advanced
countries as references for reform. Recommendations focus on strengthening human resources, infrastructure,
data security, and change management to sustain digital transformation in immigration services. Further
research is suggested to explore socio-economic impacts and emerging technologies in the context of immigration
service delivery.
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji inovasi administratif dalam pelayanan keimigrasian, seperti e-visa, autogate
berbasis biometrik, sistem antrian online, dan dashboard pengawasan orang asing. Temuan menunjukkan bahwa
inovasi tersebut mampu meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat.
Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi SDM, kesenjangan
infrastruktur TIK, isu keamanan data, dan resistensi birokrasi. Studi ini juga membandingkan praktik terbaik di
beberapa negara maju sebagai acuan reformasi. Rekomendasi diarahkan pada penguatan SDM, infrastruktur,
keamanan data, dan manajemen perubahan untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital keimigrasian.
Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi dampak sosial ekonomi dan teknologi baru dalam konteks
pelayanan keimigrasian.

Kata kunci: Inovasi Administratif, Biometrik, E-Visa, Digitalisasi, Layanan Imigrasi, Tata Kelola Publik.

. LATAR BELAKANG

Administrasi keimigrasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan publik yang
menentukan kelancaran mobilitas manusia lintas batas negara. Dalam konteks Indonesia
sebagai negara kepulauan dan tujuan wisata, bisnis, serta migrasi internasional, kualitas dan
efektivitas pelayanan keimigrasian menjadi krusial. Pelayanan keimigrasian tidak hanya
menyangkut pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, tetapi juga berkaitan erat
dengan aspek keamanan negara, perlindungan hak warga negara, serta pengawasan terhadap
orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia (Simamora & Junaidi, 2021).
Sayangnya, sistem pelayanan keimigrasian di Indonesia selama bertahun-tahun masih
berorientasi pada prosedur birokratis yang cenderung berbelit, manual, dan lambat dalam
merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Maulana, 2020).

Realitas tersebut diperparah oleh rendahnya adopsi teknologi dalam proses pelayanan,

keterbatasan integrasi data antarlembaga, serta kurangnya pelatihan teknis yang memadai bagi
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petugas. Dalam banyak kasus, masyarakat masih harus menghadapi antrian panjang, proses
verifikasi manual, serta kurangnya informasi yang tersedia secara daring (Utami, 2021).
Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelayanan, tetapi juga menurunkan
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, transformasi administratif
menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, apalagi di tengah dorongan global menuju
digital governance dan smart bureaucracy (Dwiyanto, 2022).

Upaya modernisasi administrasi keimigrasian mulai tampak dengan diterapkannya
sejumlah inovasi, seperti sistem e-visa dan e-paspor, aplikasi layanan M-Paspor, integrasi data
biometrik, serta penggunaan autogate di sejumlah bandara internasional (Godam, 2024).
Autogate berbasis teknologi pengenalan wajah dan sidik jari memungkinkan pelintas batas
menyelesaikan pemeriksaan keimigrasian dalam waktu kurang dari 30 detik (Simorangkir,
2024). Di sisi lain, e-visa memungkinkan warga negara asing mengajukan permohonan visa
tanpa harus datang ke perwakilan diplomatik Indonesia, menghemat waktu dan biaya
(UNESCO, 2023). Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga
menunjukkan pergeseran paradigma pelayanan publik dari pendekatan birokratis ke
pendekatan digital dan berbasis pengguna.

Meski demikian, proses transformasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Masih terdapat
tantangan dalam hal kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta
resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrat (Putri & Nugroho, 2023). Banyak kantor
imigrasi di daerah belum memiliki sarana digital yang memadai, sementara literasi digital
masyarakat juga masih terbatas. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan pelayanan antara
pusat dan daerah, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat memperlebar ketidaksetaraan
akses pelayanan publik (Handayani, 2022).

Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan guna menjawab dua pertanyaan pokok:
bagaimana bentuk inovasi administratif yang telah diterapkan dalam pelayanan keimigrasian
di Indonesia saat ini? Dan sejauh mana inovasi tersebut berhasil meningkatkan efisiensi dan
responsivitas birokrasi? Dengan menganalisis bentuk dan efektivitas inovasi-inovasi tersebut,
diharapkan dapat ditemukan praktik-praktik terbaik serta hambatan struktural yang perlu
ditangani ke depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai inovasi
administratif dalam pelayanan keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan. Secara akademik, penelitian ini
dapat memperkaya literatur tentang inovasi administrasi publik di sektor keimigrasian, serta

memberikan landasan teoritis bagi kajian reformasi birokrasi digital. Secara praktis, hasil
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penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana layanan
keimigrasian untuk memperkuat implementasi inovasi yang berkelanjutan dan merata, serta

meningkatkan kualitas pelayanan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

. KAJIAN TEORITIS

Dalam memperkuat pemahaman mengenai inovasi administratif dalam pelayanan
keimigrasian, bab ini membahas empat aspek utama: landasan administrasi publik; teori
birokrasi modern dan good governance; digitalisasi layanan publik; serta studi terdahulu terkait
reformasi administrasi keimigrasian. Bab ditutup dengan kerangka pemikiran berdasarkan
model birokrasi klasik dan post-birokrasi.

Administrasi publik berfokus pada pengelolaan sumber daya dan proses dalam
penyelenggaraan urusan publik dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas (Adekamwa et al., 2024). Pelayanan publik modern di era digital menuntut
birokrasi yang tidak hanya cepat dan berkualitas, tetapi juga inklusif dan berbasis teknologi
(Maulidini et al., 2025). Seiring perkembangan, transformasi budaya birokrasi menjadi kunci
dalam memastikan kualitas layanan, di mana SDM birokrat juga harus dilengkapi dengan
kompetensi digital (Wardana & Prabawati, 2024).

Administrasi publik merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang
mengatur bagaimana kebijakan dijalankan serta bagaimana pelayanan diberikan kepada
masyarakat. Dalam praktiknya, administrasi publik tidak hanya mencakup manajemen sumber
daya manusia dan keuangan, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah
dan warga negara. Pelayanan publik modern kini menghadapi tantangan yang semakin
kompleks, terutama di era digital yang menuntut keterbukaan informasi, adaptasi terhadap
teknologi informasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh
karena itu, birokrasi dituntut untuk bersifat adaptif dan inovatif, tidak hanya menjalankan
prosedur administratif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan solusi. Transformasi budaya
kerja birokrasi menjadi suatu keharusan guna menciptakan layanan yang humanis dan
partisipatif. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur sipil negara dalam aspek kepemimpinan
digital, etika pelayanan, serta literasi teknologi menjadi aspek krusial agar mereka mampu
mengelola perubahan dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik.

Teori birokrasi modern menekankan struktur yang rasional, hierarki otoritas, dan
kepatuhan terhadap regulasi untuk menjamin keadilan dan konsistensi (Hamdillah, 2023).
Namun, kebutuhan akan pemerintahan yang adaptif dan partisipatif membawa munculnya

paradigma good governance yang menekankan transparansi, partisipasi publik, dan
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responsivitas (E Government sebagai solusi good governance, 2024; Santoso, 2024).
Penerapan SPBE sesuai Perpres No. 95/2018 mempertegas orientasi negara ke arah governance
yang terbuka dan akuntabel (Marulitua & Dompak, 2025). Teori birokrasi modern yang
dikembangkan oleh Max Weber menekankan pentingnya sistem administrasi yang terstruktur,
impersonal, dan berbasis aturan hukum sebagai landasan dalam menjalankan fungsi
pemerintahan secara efisien dan adil. Karakteristik seperti spesialisasi tugas, pembagian kerja
yang jelas, serta sistem promosi berbasis merit menjadi ciri khas dari pendekatan ini. Namun,
dalam konteks pemerintahan kontemporer yang dinamis, model birokrasi tradisional dinilai
kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena
itu, muncul pendekatan good governance yang menekankan prinsip kolaboratif antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Good governance tidak hanya menuntut
efektivitas kebijakan, tetapi juga mengutamakan keterbukaan proses, aksesibilitas informasi
publik, serta penguatan akuntabilitas horizontal dan vertikal. Dalam kerangka ini, pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi menjadi instrumen strategis, salah satunya melalui
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk
meningkatkan sinergi antarlembaga, mempercepat pelayanan, serta menekan potensi
penyimpangan. Kebijakan ini, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018,
mencerminkan tekad pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang cerdas, inklusif, dan
berkelanjutan di tengah tantangan era digital.

Digitalisasi melalui e-government di berbagai pelayanan sektor publik membawa
beberapa keuntungan nyata, yaitu peningkatan akses, pengurangan biaya operasional, serta
transparansi data (Tambunan & Dompak, 2025). Penelitian di beberapa daerah—Bogor,
Bandung, Subang—menunjukkan e-government mampu mengefisienkan prosedur
administratif dan meningkatkan partisipasi publik (Ferdiansyah & Rukhviyanti, 2024; Gultom
et al., 2024; Iryanto et al., 2024). Namun hambatan seperti kesenjangan infrastruktur TIK dan
literasi digital masih membayangi (Arisandy et al., 2024; Aprilina et al., 2025).

Inovasi administrasi dalam sektor publik menjadi kunci dalam menciptakan
pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi melalui penerapan e-government telah menjadi salah satu bentuk transformasi
signifikan, yang tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga memperluas jangkauan
pelayanan publik ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi,
proses perizinan, pembayaran pajak, hingga pengaduan masyarakat kini dapat dilakukan secara
daring, memberikan kemudahan akses serta mengurangi ketergantungan pada prosedur manual

yang rentan terhadap praktik koruptif. Studi-studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa
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penerapan e-government mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan
dapat dipantau secara real time oleh publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Meski demikian, tantangan besar masih ada, terutama dalam memastikan
kesiapan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah, serta meningkatkan kapasitas
aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Tanpa dukungan
regulasi yang adaptif, pendanaan yang memadai, serta pendekatan edukatif yang menyasar akar
persoalan literasi digital, transformasi ini berisiko menjadi eksklusif dan hanya dinikmati oleh
kelompok tertentu. Oleh karena itu, inovasi dalam administrasi publik harus diiringi dengan
kebijakan inklusif dan kolaboratif yang menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat dapat
terlibat dan memperoleh manfaat secara setara.

Literatur khusus keimigrasian masih terbatas, namun tren global menunjukkan
digitalisasi urusan visa dan paspor meningkatkan efisiensi serta memperkuat keamanan data
(UNESCO, 2023). Contoh internasional, seperti e-Visa di beberapa negara Asia, berhasil
menyingkat waktu pengajuan hingga 70 % dan meminimalkan antrean administrasi manual.
Secara nasional, penggabungan biometrik dalam sistem imigrasi menunjukkan potensi dalam
mempercepat proses tapi menuntut integrasi data yang kokoh (Handayani, 2022; Putri &
Nugroho, 2023). Penelitian mengenai reformasi administrasi keimigrasian memang masih
tergolong terbatas, namun perkembangan teknologi digital telah menjadi katalis utama dalam
merombak proses pengelolaan imigrasi di berbagai negara. Digitalisasi layanan visa dan paspor
tidak hanya meningkatkan kecepatan pelayanan, tetapi juga menghadirkan lapisan keamanan
yang lebih tinggi melalui penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi digital. Implementasi
sistem e-Visa, khususnya di beberapa negara Asia, menunjukkan bahwa pemangkasan waktu
proses dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelancong, tetapi juga bagi
pengelola imigrasi dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Selain itu,
penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian retina
dalam sistem imigrasi nasional membuka peluang besar untuk memperkuat verifikasi identitas
dan mencegah praktik penyalahgunaan dokumen. Namun, penerapan teknologi tersebut
memunculkan tantangan teknis yang kompleks, terutama dalam hal integrasi data lintas
lembaga dan perlindungan privasi pengguna. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung
pada pengembangan infrastruktur data yang terstandarisasi, sistem keamanan siber yang andal,
serta kebijakan yang mendukung interoperabilitas antar instansi terkait. Studi lebih lanjut
diperlukan untuk menggali strategi implementasi yang efektif, termasuk aspek manajemen
perubahan sumber daya manusia dan penerimaan publik terhadap inovasi teknologi di sektor

keimigrasian.
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Analisis ini dirancang berdasarkan perbandingan antara model birokrasi Weberian yang
menekankan struktur dan regulasi ketat, dengan model post-birokrasi di era digital yang lebih
fleksibel, berbasis teknologi, dan berorientasi pengguna. Model Weberian cocok untuk periode
transisional dalam mengembangkan sistem, sedangkan model post-birokrasi diperlukan untuk
peningkatan fungsionalitas pasca-adopsi digital, seperti integrasi sistem, transparansi langsung,
dan keterlibatan masyarakat.

Analisis ini mengkaji perbedaan fundamental antara dua paradigma birokrasi yang
berkontribusi pada pengelolaan pemerintahan modern. Model birokrasi Weberian, yang
dikenal dengan pendekatan formalistik dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan yang
ketat, menawarkan kestabilan dan kepastian hukum dalam proses administrasi. Struktur
hierarkis yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat memberikan landasan bagi
konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, terutama pada tahap awal
pembangunan sistem administrasi. Namun, dalam menghadapi tuntutan zaman yang serba
cepat dan kompleks, model ini menunjukkan keterbatasan dalam hal responsivitas dan inovasi.
Sebaliknya, model post-birokrasi yang muncul di era digital menempatkan teknologi informasi
sebagai pendorong utama transformasi administratif. Pendekatan ini menekankan
desentralisasi, kolaborasi lintas sektor, dan interaksi langsung dengan pengguna layanan
melalui platform digital yang transparan dan mudah diakses. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh
model post-birokrasi memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan
masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, keterlibatan aktif
masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan
mencerminkan paradigma governance yang lebih demokratis dan partisipatif. Oleh karena itu,
pemahaman mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan kedua model ini sangat penting
untuk merancang strategi reformasi birokrasi yang efektif, terutama dalam konteks integrasi

teknologi digital yang semakin meluas dan kebutuhan akan akuntabilitas yang tinggi.

. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi kepustakaan (literature review). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak
bertujuan mengukur secara statistik, melainkan memahami dan menjelaskan secara mendalam
mengenai bentuk-bentuk inovasi administratif yang diterapkan dalam pelayanan keimigrasian
Indonesia serta efektivitasnya. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk
mengungkapkan makna, pola, dan relasi dalam konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks

(Creswell, 2016).
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Studi kepustakaan digunakan sebagai metode utama karena penelitian ini bertumpu pada
penelusuran dan analisis kritis terhadap dokumen-dokumen tertulis yang relevan, seperti jurnal
ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, serta artikel dari sumber terpercaya.
Menurut Zed (2014), studi kepustakaan merupakan metode yang efektif untuk membangun
landasan teoretis yang kuat dan menilai tren serta perkembangan kebijakan dari waktu ke
waktu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan telaah
sumber-sumber seperti dokumen resmi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan terbaru dari Direktorat
Jenderal Imigrasi), jurnal ilmiahnasional dan internasional, laporan tahunan dan siaran Pers,
literatur akademik (buku, artikel ilmiah, tesis). Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan metode kualitatif
yang bertujuan untuk mengidentifikasi makna, tema, dan pola dari teks atau dokumen
(Krippendorff, 2018). Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan terhadap isi kebijakan
keimigrasian, bentuk inovasi administratif yang diterapkan, dan respons masyarakat atau
evaluasi dari institusi pemerintah maupun akademisi. Langkah-langkah analisis dilakukan
seperti mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara
sistematis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan mendalam terkait bagaimana
transformasi administratif dalam pelayanan keimigrasian berlangsung, serta menilai sejauh

mana hal tersebut telah mencerminkan prinsip birokrasi modern dan good governance.

. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai inovasi telah diterapkan dalam pelayanan keimigrasian, termasuk sistem e-visa,
autogate berbasis biometrik, sistem antrian online, dan dashboard pengawasan orang asing. E-
visa memungkinkan pengajuan visa secara daring tanpa perlu hadir fisik, mengurangi antrean
dan mempercepat proses (UNESCO, 2023). Autogate dengan teknologi pengenalan wajah dan
sidik jari meningkatkan efisiensi pemeriksaan imigrasi di pintu masuk (Handayani, 2022).
Sistem antrian online memfasilitasi pelayanan yang lebih terjadwal dan mengurangi
kerumunan di kantor imigrasi (Putri & Nugroho, 2023). Dashboard pengawasan
mempermudah monitoring orang asing secara real-time, memperkuat pengawasan dan
transparansi data (Marulitua & Dompak, 2025).

Berbagai inovasi dalam pelayanan keimigrasian tidak hanya meningkatkan efisiensi
operasional, tetapi juga memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan pengguna layanan.

Selain e-visa yang menghilangkan kebutuhan kunjungan fisik sehingga menekan potensi
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penularan penyakit dan menghemat waktu, sistem ini juga mengintegrasikan verifikasi
dokumen secara otomatis yang mengurangi kesalahan manual. Autogate yang menggunakan
biometrik canggih seperti pengenalan wajah dan sidik jari mampu mempercepat proses validasi
identitas dengan tingkat akurasi tinggi, sekaligus mengurangi beban petugas imigrasi sehingga
mereka dapat fokus pada tugas pengawasan strategis lainnya. Sistem antrian online tidak hanya
mengatur jadwal kedatangan pemohon secara efisien, tetapi juga memungkinkan pengguna
memantau status layanan secara real-time melalui aplikasi mobile, meningkatkan transparansi
dan kepuasan masyarakat. Selain itu, dashboard pengawasan orang asing menyediakan
visualisasi data terpadu yang membantu pengambil keputusan dalam melakukan pemantauan
populasi asing, mencegah pelanggaran hukum, dan memfasilitasi koordinasi antar lembaga
terkait, sehingga menciptakan tata kelola keimigrasian yang lebih responsif dan berbasis data.
Inovasi ini secara kolektif mendorong transformasi pelayanan imigrasi menuju era digital yang
lebih efektif, aman, dan inklusif.

Berikut adalah ringkasan efektivitas inovasi dalam aspek kecepatan layanan,
transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat:

Tabel 1. Efektivitas Inovasi Dalam Aspek Kecepatan Layanan

Aspek Inovasi Dampak Positif Referensi
Kecepatan E-visa, Pengurangan waktu proses UNESCO, 2023; E government
Layanan Autogate hingga 70% Wikipedia, 2025

Dashboard  |[Pemantauan data dan Ferdiansyah & Rukhviyanti, 2024;
Transparansi  |Pengawasan |layanan secara real-time  [Marulitua & Dompak, 2025
Mengurangi potensi
Sistem Digitalpenyalahgunaan

Akuntabilitas  [Terintegrasi |[wewenang Gultom et al., 2024
Sistem

Kepuasan Antrian Peningkatan kenyamanan

Masyarakat Online dan aksesibilitas Iryanto et al., 2024

Meskipun memberikan banyak manfaat, inovasi menghadapi hambatan signifikan seperti
keterbatasan SDM yang memahami teknologi, kesenjangan infrastruktur TIK di daerah, serta
isu keamanan data yang mengancam privasi dan integritas informasi (Arisandy et al., 2024;
Aprilina et al., 2025; Handayani, 2022). Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari internal
birokrasi memerlukan pendekatan manajemen perubahan yang strategis untuk mengatasi
ketidakpastian dan ketakutan akan teknologi baru (Putri & Nugroho, 2023). Tantangan dalam
implementasi inovasi keimigrasian tidak hanya sebatas pada aspek teknis dan sumber daya
manusia, tetapi juga menyentuh dimensi budaya organisasi dan kesiapan regulasi yang adaptif

terhadap perkembangan teknologi. Keterbatasan SDM dengan kompetensi digital yang
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memadai masih menjadi kendala utama, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki
akses infrastruktur TIK yang memadai (Arisandy et al., 2024; Aprilina et al., 2025). Selain itu,
perlindungan data pribadi menjadi isu kritikal mengingat tingginya risiko serangan siber dan
kebocoran informasi yang dapat merusak kepercayaan publik (Handayani, 2022). Resistensi
internal terhadap perubahan, yang sering kali dipicu oleh ketidakpastian dan kekhawatiran atas
penggantian peran tradisional dengan teknologi, memerlukan strategi manajemen perubahan
yang inklusif dan komunikasi efektif untuk memperkuat dukungan organisasi (Putri &
Nugroho, 2023).

Singapura dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang berhasil menerapkan
teknologi keimigrasian canggih, termasuk integrasi biometrik dan sistem e-visa yang
terhubung dengan berbagai instansi untuk pelayanan yang efisien dan aman. Pendekatan
mereka menunjukkan pentingnya investasi dalam SDM, keamanan siber, dan interoperabilitas
data sebagai kunci keberhasilan reformasi digital keimigrasian (UNESCO, 2023; Marulitua &
Dompak, 2025). Dalam perbandingan dengan praktik terbaik global, Singapura dan Korea
Selatan telah menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi digital dalam sektor keimigrasian
sangat bergantung pada sinergi antara pengembangan SDM, penguatan keamanan siber, serta
interoperabilitas data antar lembaga. Mereka mengadopsi sistem yang tidak hanya canggih
secara teknologi tetapi juga didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan
mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk menjamin kualitas layanan dan perlindungan hak
pengguna (UNESCO, 2023; Marulitua & Dompak, 2025). Model ini menegaskan bahwa
keberlanjutan inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola yang responsif dan
adaptif terhadap dinamika sosial dan teknis.

Digitalisasi layanan keimigrasian memperkuat tata kelola dengan meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang responsif. Namun, keberlanjutan reformasi
menuntut penguatan regulasi, pengembangan SDM, dan jaminan keamanan data. Pendekatan
holistik yang mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan akan
memastikan reformasi keimigrasian dapat berlangsung efektif dan inklusif. Implikasi dari
transformasi digital ini terhadap tata kelola keimigrasian sangat luas, mencakup penguatan
mekanisme pengawasan yang lebih transparan serta peningkatan akuntabilitas di semua
tingkatan birokrasi. Digitalisasi mendorong terciptanya sistem yang lebih responsif dan
partisipatif, di mana masyarakat dapat mengakses informasi dan memberikan masukan secara
langsung, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan imigrasi. Namun, untuk
menjaga kesinambungan dan keberhasilan reformasi, perlu adanya sinergi antara

pengembangan kapasitas SDM, pembaruan regulasi yang mendukung perlindungan data dan

178 Journal of Administrative and Social Science- Volume. 6, Nomor 1, Januari 2025



Inovasi Administratif dalam Pelayanan Keimigrasian: Menuju Birokrasi Modern dan Responsif

privasi, serta investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi. Pendekatan komprehensif
yang mengintegrasikan aspek teknologi, manusia, dan kebijakan akan membentuk ekosistem

tata kelola keimigrasian yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing di era digital.

. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa inovasi administratif dalam pelayanan keimigrasian,
seperti sistem e-visa, autogate berbasis biometrik, sistem antrian online, dan dashboard
pengawasan orang asing, secara signifikan meningkatkan kecepatan layanan, transparansi,
akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Digitalisasi proses imigrasi memungkinkan efisiensi
operasional yang lebih baik dan penguatan pengawasan berbasis data. Namun, implementasi
inovasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan kompetensi
SDM, infrastruktur teknologi yang belum merata, isu keamanan data, dan resistensi perubahan
dari dalam birokrasi. Perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain menegaskan
pentingnya integrasi teknologi, investasi SDM, dan keamanan siber sebagai fondasi utama

kesuksesan reformasi pelayanan keimigrasian.
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